PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

LEMBAGA BANTUAN HUKUM PATRIOT PELOPOR KEADILAN (LBH PPK)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI BANTEN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kaml yang bertanda tangan dibawah Ini:

MNama : don Hendry, SH

Jabatan » Direkiur/Kelua Pemberl Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum
Patriot Pelopor Keadilan (LBH PPK)

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

MNama : Dr. Pagar Butar Butar, 8.H, M, S

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Selanjuinya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU beranji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah
ditentukan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2026 dan melakukan
pelayanan bantuan hukum sesual Standar Layanan Bantuan Hukum, serta
malaksanakan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi di Posbankum Desa dan Kelurahan,
Keberhasdan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
PIHAK KESATU, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari
PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA akan melakukan evaluas| tethadap capaian kinerja dar peranjian ini
dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi,

Serang, 04 Marat 2026

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  Pemberi Bantuan Hukum

Provinsl Banten Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor
KEPALq ™, Keadilan (LBH PPK)

“Jon Hendry, S.H.
DirediurMetua

FATR




KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
JL. Brigien KH Syam'un No. 44D Kota Serang 42112
Talapon : 081-1992-0254 whatsapp 0819-0222-2210

— Laman : hitps:i/banten kemenkum.qgo.id, Pos-el:kanwil.banten@kemenkum.gojd
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2026
ANTARA
KANTOR WILAY AH
KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BANTEN
DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKLM PATRIOT PELOPOR KEADILAN (LBH PPK)
NOMOR : W.12- 33 HN.04.03 TAHUN 2026

Pada hari inl Rabu tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua pulub enam
bertempat di Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

l.  Nama . Dr. Pagar Butar Butar, S H, M. Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bantan,
Alamat ¢ JL KH Syam'un No. 44D, Kota Serang, Provinsi Banten

Dalam hal inl bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut
sabagal PIHAK KESATU,

Il. MNama ;. Jon Hendry, S.H
Jabatan 1 Direktur/Ketua Posbakumadin Kabupaten Tangerang
Alamat . Jl. Banding | Blok DS Nao 04, RT 009 RW 008, Kelurahan Sukasari,

Kacamalan Tangerang, Kota Tangerang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Bantuan Hukum Patriot Palopor
Keadllan (LBH FPK), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjulnya disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menjelaskan:

a. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan Pemberi Bantuan Hukum
periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Namer
M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Crganisasi Bantuan Hukum yang
Lulus Verifikasl dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun
2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Momor M.HH-6.HN.04.03 Tahun
2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan
Terakreditasi Kemball sebagai Pemberi Bantuan Hukum Pericde Tahun 2025 s.d.
2027, dengan status akreditasi C



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfaku
sebagal berikut:

%,

10.

11.

12.

13,

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Momer 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonasia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 179);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelsksanaan Peraturan Pemerintah Momor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pamberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menleri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraluran Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Momor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20168 Nomor 2130);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2029 tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Momor 37);

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kera
Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomar B32);
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kanter Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 812,

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01 HN. 03.03
Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi:
Keputusan Mentardi Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai
Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

Keputusan Menteri Hukum MNomor M.HH-86.HN.04.03 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasl Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali
sebagal Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor PHN.HM.04.03-230 Tahun 2026
tentang Penyaiuran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi Banten Nomor ; SP DIPA-135.11.2.6983119/2026
Tanggal 1 Desember 2025,



Berdasarkan hal-hal tersebul di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2028,
dengan ketentuan sebagai barkul -

BAB 1
KETENTUAN LUMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kefna pada Kementerian Hukum selaku Penyelenggara Bantuan Hukum.

2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan fugas pembantuan di bidang bantuan hukum di daerah.

3. Panitia Pengawas Pusat yang selanjulnya disebut Panwaspus adalah unit kera
khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum.

4. Panitia Pengawas Daerah yang selanjutnya disebul Panwasda adatah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yvang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemanlavan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

5. Standar Layanan Bantuan Hukum adalah lolok ukur yang dipergunakan sebagai
padoman dalam pemberian layanan Banfuan Hukum.

6. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adalah sistem pelayanan administrasi bantusn hukum secars elektronfk yang
diselenggarakan ocleh Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menunang
pelaksanaan pemberian bantuan hulum.

7. Hari adalah hari kerja.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini bertujuan untuk menjamin:
a. kepastian pemberian bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
miskin; dan
b. penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi
Banlen sesuai dengan ketenftuan peraturan perundang-undangan.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum inl meliputi:
a. Pembenan Bantuan Hukum litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, danjatau Tata
Usaha Negara melalui pandampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam tahap:
1)  penyidikan/pemeriksaan pandahuluan/gugatan;
2)  persidangan di Pengadilan Tingkat |;
3)  persidangan di Pengadilan Tingkat Banding;
4) persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi:



3)

1)
2)
3)
4)
5)
&)
7
8)
g)

peninjauan kembali.

b. Pamberian Bantuan Hukum non litigasi meliputi kegiatan:
penyuluhan hukum;

konsultasi hukum:

investigasi perkara, baik secama elektronik maupun nonelektronik:
panalitian hukum;

mediasi;

negosiasi;

pemberdayaan masyarakat:

pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

draffing dokumen hukum.,

BAB |V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU

1)

2)

Hak:
a)

Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum:

b} Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apablla PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Pedanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukum inl.

Kewajiban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan  hukum yang akan
difaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebijakan pemerintah
dan peraturan perundang-undangan;

b) Memlasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan
hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA:

c) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui pamantauan dan

evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

b. PIHAK KEDUA

1)

2}

Hak:

Mengajukan tagihan jasa atau pencairan anggaran pemberian bantuan
hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK
KESATU berdasarkan hasil pekerjaan mealalui Sidbankurn,

Kewajiban:

8]

b}

c)

d)

Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
crang migkin sesual dengan standar layanan bantuan hukum datam
ruang lingkup pekerjaan vang dialur pada Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini,

Membarikan laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran bantuan
hukum secara akuniabel kepada PIHAK KESATU secara berkala setiap
B (enam) bulan,

Mengajukan kefengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
{lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi),
Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5



(1)

(2)

(3)

(4)

1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(lima) hari kerja setelah:

{1) pekerjaan selesai untuk kegiatan nonlitigasi; atau

(2) pekerjaan selesal atau dokumen penanganan perkara diterima
untuk keglatan litigasi.

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5
PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin sebesar:

No | JENISBANTUAN | Anurmn ;
' HUKUM atal
| PerkaralKegiatan 2026 | o SO o 2026
1 | LITIGASI Rp50.000.000,-
! RpS7 970,000 -
2 | NON LITIGASI Rp7.970.000,- |

Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
barsumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2026,

Rincian besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenal Besaran Blaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menter Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN, 03,03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Mon Litigasi,

Lalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi danvatsu tidak tersedia, maka PIHAK
KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok
orang miskin secara mandir/probone.

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKLM

Pasal &
PIHAK KESATU berhak mengalihkan anggaran PIHAK KEDUA yang telah
dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pamantauan dan evaluasi.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panwaspus dan Panwasda, balk secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat
dilakukan antar jenis bantuan hukum yang sama.
Pengalihan anggaran fidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau
kegiatan yang telah terbayarkan dan/atau yang permohonannya telah terverifikasi
dalam Sidbankum,
Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:



(1

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(1)

(2}

(3)

a) Peranjlan Pelasksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dari anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannys hingga akhir bulan
Agustus tidak mencapai B0% dari anggaran yang tersedia; dan

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya tidak mencapai 80% hingga
akhir bulan Agustus sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan
seluruh sisa anggaran yang masih tarsedia kepada Pemberi Bantuan Hukum
yang lelah menyerap 100% dari anggaran yang tersedia, dengan
mempertimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kineria Pemberi Bantuan
Hukum (IKF) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi,

Pasal &
Pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan
lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan  Hukum Tambahan
(sddendum) sebagal bagian yang tidak terpisahkan dalam Parjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan pada
bulan September Tahun Anggaran 2026 atau bulan lainnya berdasarkan
parsetujuan BPHN selaku Panitia Pengawas Pusat,
Dalam hal setelah Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) dilakukan, PIHAK KEDUA tidak atau kurang aktif dalam pelaksanaan
bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan pengalihan anggaran
kembali.

Pasal B

PIHAK KEDUA wajib menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
Tambahan (addendum) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani oleh
PIHAK KESATU.

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Bantuan
Hukum Tambahan (addendum) sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PIHAK KESATU tetap dapat mengalihkan anggaran dimaksud tanpa
perselujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

Tidak ditandatanganinya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(eddendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2} akan dijadikan bahan
pemantacan dan evaluasi oleh PIHAK KESATL.

BAB VI
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTALIAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan hukum
kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan dokumen sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU
melakukan pemerksaan kelayakan dokumen untuk sefanjulnya memberikan
persetujuan lerhadap dokumen yang memenuhi kelayakan,

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan atas
pemberian layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.



(4) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

(5) PIHAK KESATU melakukan pencairan anggaran kepada PIHAK KEDUA melalul
pembayaran oleh Kantor Pelayanan Perbendaharsan Negara seiempat secara
langsung (LS) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDLUA sesuai dengan
ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

(8} PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam
aplikasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kepada PIHAK
KEDUA.

{7) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepada Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah digjukan
kepada PIHAK KESATU,

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (6) dapat dianggap sebagai
pelanggaran,

(9) Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PIHAK KESATU berhak memberikan
sanksl sesuai ketentuan peraturan perunda ng-undangan,

Pasal 11

(1) FIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan pencairan anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2026 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januari
2026 sampal dengan masa berlaku Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir,

{2) Dalam hal batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan
pencairan pada tahun berikutnya.

(3) Pencairan anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
vang dilaksanakan pada tahun beralan sesuai berlakunya Perjanjian Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.

(4) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi hanya dilakukan untulk perkars
yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sessual berakunys
Feranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

(5) Pembayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara fahun anggaran 2025
yang berlanjut ke tahun 2026, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingan layanan bantuan hukumnya berlanjut pada tahun anggaran 2026,

Pasal 12
(1} Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dari PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU dihitung sebagai realisasi anggaran.
(2} PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi
anggaran sebagalmana dimaksud pada ayat {1).
{(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar pertimbangan penetapan anggaran pada tahun berikutrya.

BAB Vil
SANKSI

Fasal 13
(1) Jika berdasarkan hasll pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1}
(2)

(1)
(2]}

KESATU terdapat pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan Kepada
Panwaspus untuk memberikan sanksl kepada PIHAK KEDUA sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanks
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beraku.

BAB IX
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 14
PARA PIHAK tidak berlanggung jawab atas keterdambatan atau kegagalan dalam
mamenuhi Perjanjlan Pelaksanaan Banwan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeurs).
Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendali
dan kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
disengaja, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau fidak dinyatakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terosisme,
Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi cleh Force
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majeure harus memberitahukan
sacara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah terjadinya Force Majeurs,
Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan cleh PIHAK KEDUA sabagal
akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK
KESATU, demikian pula sebaliknya.

EAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 15
Ferjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari
2026 dan berakhir pada tanggal 09 Desember 2026.
Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pemberian bantuan hukum antara langgal
10 Desember 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tetap dapat
dilakukan secara mandirifprobono tanpa melalul APBN dan dilaporkan melalui fitur
Bankum Mandir dalam Sidbankum.

BAR Xl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Paszal 16
PARA PIHAK dalam Paeranjlan Pelaksanaan Bantuan Hukum ini tunduk
sepenuhnya mengikull peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantusn Hukum ini
sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakal serta akan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya,



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kerlas bermeteral cukup yang masing-
masing mempunyal kekuatan hukum menglkat yang sama.

(2) Biaya Meleral untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Mukum
dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
akan diatur kemudisn atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (sddendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dar Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini,

(4} Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
terkait bantuan hukum maka Parjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan kebifakan
tersebut.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAX KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakal untuk
menandatangani perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian Ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyal kekuatan hukum
yang sama dan menglkat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai
kebutuhan tanpa dibubuhi metarai,

PiHAK KESATU PIHAK KEDLIA
Kepala Kantor Wilayvah Kementerian Hukum Pemberi Bantuan Hukum
Provinsi Banten Lembaga Bantuan Hukum Patriot Pelopor

Keadian (LBH PPK)

o T
Pl

r. Pagar Butar Butar, SH, M. 5i
» 197208241994031001




LAMFIRAN RINCIAN ANGGARAN
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2028
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BANTEN
DENGAN

PEMBERI BANTUAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PATRIOT PELOPOR KEADILAN (LBH PPK)

Lembaga Bantuan
Hukum Patriot 20.000.000 0000000 | 50000000 | 3 700.000 2,000,000 1000000 | 500,000 TTOL000 7.870.000

Pelopor Keadilan
{LBH PPK)




